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Jakarta, 27 Februari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang ketiga Pengujian UU 
No.15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 
ayat (3) frasa “dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan”], pada Selasa (27/02), pukul 11.00 WIB 
dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-
XIV/2018 ini diajukan Gerakan G20 Mei yang diwakili Irwan, Rahman, dan Jamaluddin. Materi yang diuji, 
yaitu 
Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017: 
“Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:  
d. dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit 
anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang 
diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan”.; 
 
Gerakan G20 merupakan perkumpulan warga Kabupaten Kutai Timur, Rahman merupakan 
Pegawai/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Jamaluddin 
merupakan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten 
Kutai Timur. Para Pemohon menguraikan dalam permohonannya, ketentuan a quo telah merugikan hak 
konstitusional para Pemohon karena tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Kutai 
Timur untuk mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang. Pemohon juga menilai, Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017 merupakan bentuk 
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan telah terjadi ketidakpastian hukum 
yang tercermin dari seringkali terjadinya perubahan peraturan presiden mengenai rincian anggaran yang 
ditransfer ke daerah. 
 
Pada sidang pertama, Kamis (25/01), melalui kuasa hukum Ahmad Irawan menyatakan Pemkab Kutai 
Timur saat ini defisit anggaran. Pemotongan ini menyebabkan kegiatan yang telah dianggarkan dan 
dilaksanakan tidak dapat dibayar pemerintah daerah. Ahmad menyebut anggaran yang seharusnya dari 
Pemerintah Pusat sebesar Rp140 miliar, namun baru diberikan sebesar Rp8 miliar. Menurut Pemohon, 
inilah kerugian yang dialami Pemohon II karena belum menerima gaji sebagai tenaga kontrak. Begitu juga 
Pemohon III belum mendapat pembayaran atas sejumlah proyek dari Pemkab Kutai Timur. 
 
Terhadap permohonan tersebut, Palguna menyatakan MK tidak bisa memutus kasus konkret. Selain itu, 
putusan MK sifatnya erga omnes dan tak hanya berlaku untuk masyarakat Kutai Timur, namun untuk 
seluruh warga negara Indonesia. Sementara  Hakim Konstitusi Aswanto meminta para Pemohon 
mengelaborasi permohonan secara komprehensif mengenai korelasi antara pemberian sanksi terhadap 
daerah dengan penundaan atau pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat. Hal ini agar terlihat 
pelanggaran hak konstitusi.  
 
Pada Rabu (7/2), Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Irawan menjelaskan telah memperbaiki permohonan 
sesuai dengan saran Panel Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon memperbaiki kedudukan serta 
argumentasi permohonan. (Fitri) 
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